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ABSTRAK 

PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH TERHADAP NOTARIS 
DI KABUPATEN DELI SERDANG 

Seiring dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial 
budaya masyarakat suatu Negara, peran serta Notaris sebagai Pejabat Umum 
menempati posisi yang penting terutama di tengah kehidupan bisnis yang makin 
maju, yaitu yang berhubungan dengan pembuatan akta-akta dan tugas-tugas lain 
yang berdasarkan ketentuan peraturan perundanga-undangan yang berlaku 
merupakan kewenangan bagi seorang Notaris. Sehubungan dengan kewenangan 
yang dapat dijalankan oleh seornng Notaris, maka diperlukan adanya pengawasan 
agar Notaris dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Notaris sesuai dengan 
seluruh peraturan yang berlaku yang mengatur tentang Jabatan Notaris. 

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai fungsi 
dan peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Deli Serdang serta 
pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Deli 
Serdang terhadap para Notaris yang ada di Kabupaten Deli Serdang, dengan 
melihat gambaran pelaksanaan pengawasan yang selama ini telah dilakukan dan 
melihat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. 
Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan 
menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu pada Majelis Pengawas Daerah 
Notaris Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode pengambilan sampel 
ialah dengan purposive sampling yakni ditentukan 4 orang responden (yaitu 
ditekankan pada ketua, wakil ketua, anggota dan bagian sekretaris Majelis 
Pengawas Daerah serta Notaris). 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis Pengawas Daerah 
Notaris Kabupaten Deli Serdang belum dapat melaksanakan pengawasan secara 
maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Jabatan Notaris, 
karena terbatasnya dana, waktu, dan sarana prasarana yang digunakan dalam 
pengawasan terhadap para Notaris. Faktor penghambat lainnya adalah karena 
wilayah pengawasan yang sangat luas serta masih kurangnya peraturan pelaksana 
dari Undang-undang Jabatan Notaris dan juga perhatian dari pemerintah terhadap 
lembaga Majelis Pengawas Notaris tersebut. Untuk itu diperlukan perhatian dan 
dukungan dari pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia terhadap lembaga yang telah dibentuknya tersebut berupa penyediaan 
dana, sarana dan prasarana dan juga kerjasama yang baik antara pihak Notaris 
dengan pihak Majelis Pengawas Daerah Notaris, sehingga nantinya diharapkan 
pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan lancar, karena keberadaannya 
sampai saat ini masih sangat dibutuhkan sebagai lembaga pengawasan dan 
pembinaan bagi Notaris agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai 
dengan petaruran perundang-undangan yang berlaku. 

Kata kunci: Notaris dan Majelis Pengawas Notaris 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah berlandaskan pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasat Negara Tahun 1945 

menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara 

hukum. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.1 Untuk menjamin kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat 

otentik mengenai keadaan, pristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan 

melalui jabatan tertentu.2 

Notaris merupakan salah satu jabatan tertentu yang menjalankan 

profesi dalam bidang pelayanan hukum kepada masyarakat .. Notaris adalah 

pejabat wnum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan 

akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat wnum lainnya.3 

Dalam era pembangunan nasional yang semakin kompleks sekarang 

m1, kehadiran institusi Notariat semakin memegang peranan penting dalam 

kehidupan masyarakat. Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan 

sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan akan jasa Notaris makin dirasakan 

perlu oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada saat masyarakat ingin 

1 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, alinea pertarna. 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

otaris, Bagian Menimbang huruf (b ). 
3 Op.cit, him. 48. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 

mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya jual beli, sewa menyewa, hutang 

piutang dan sebagainya, masyarakat akan membutuhkan seseorang yang dapat 

membuat suatu dokumen yang dapat memberikan jaminan dan alat bukti yang 

kuat bagi pemiliknya, yaitu seorang Notaris. 

Perkataan Notaris berasal dari perkataan "Notarius", yakni nama 

pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan 

pekerjaan menulis. Nama "Notarius" lambat laun mempunyai arti berbeda 

dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang 

disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan 

tulisan cepat.4 

Menurut sejarahnya, Notaris adalah seon;mg pejabat negara/pejabat 

umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara 

dalam pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai pejabat pembuat akta 

otentik dalam hal keperdataan. 

Notaris berdasarkan sistem hukum nasional, merupakan pejabat 

umum, yaitu organ Negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama 

Negara di dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat um urn dalam bi dang hukum perdata5• Sebagai pejabat um um, 

Notaris diangkat oleh Negara serta dilengkapi dengan kekuasaan umum, 

4 R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notarial di Indonesia, (Jakarta: PT. R�ia 
Grafindo Persada, 2007), hlm. 13 

5 Herlien Budiono, Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang 
· omor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar), Majalah 

en oi, Jakarta, 3 September 2005, him 32-33. 
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